
tsi(OM

SALINAN

KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NoMOR: 1 7/HK.03. 1-Kpt I 3324 I wU -Kab I xl 2o2 t
TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)

PENGELOIIAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang a bahwa dalam rangka pengelolaan serta meningkatkan
pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, dipandang perlu

menetapkan Prosedur Standar Operasional (pSO)

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kendal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang

Prosedur Standar Operasional (PSO) pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1l Tahun
2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

b

Mengingat
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48461;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 182, Tambahan

kmbaran Negara Republik Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(L,embaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2O12 Nomor

82l,;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun

2OL9 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan

Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O19 Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2O10 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2721;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Ta}:rtn 2O2l

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2L Nomor 784);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

l34/Kpts/KPU /2016 ter:tang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.O4-

KptlO3lKPU lXll2O2O tentang Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN I(ENDAL

TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)

PENGELOI,AAN JARINGAN DOKUMEI.ITASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL.

Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengelola

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana

tercantum dalam I-ampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanegal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 2l Olnober 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN KENDAL

ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

MUM.J

Z

L\'
tadi



I.AMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDA!
NOMOR 17lHICO3. 1-Kpt/3324/KPU-K,'b I Xl 2A2t
TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)
PENGEI.OI.AAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI UNGKUNGAN KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KOIIiISI PEIIILIHAN UMUttl

KABUPATEN KEI{DAL

PROSEDUR STAI{DAR OPERASIONAL

KOI,IISI PEI,IILIHAil Ul,lUM KABUPATEN KEI{DAL

TAI{GGAL : 2l Oktober 2021

202t
KENDAT

HAN u

oMtS



PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana strukhrr organisasi yang telah ditetapkan.

2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Subbpgan
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal.

3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi
secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat
dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.

5. Pembahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan.

6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.

7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk
Hukum Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kendal, maka Prosedur
Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.

8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kendal
pada tanggal 2l Oktober 2O2l

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

21 Oktober 2021

Disahkan Oleh
ten Kendal

UMUIz t
1

tl
3

Is H

v t99203 I OO7

Nama PSO
PENGELOLAATITARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum; 1
Memahami Proses Penerbitan salinan
Keputusan KPU;

a
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2O19 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2
Memahami alur pendokumentasian salinan
Keputusan KPU;

2

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 202O
Tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

J
Memahami alur pengunggahan Produk
Hukum;

4
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tallun 2O2l
Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

4 Memahami Sistem Informasi JDIH.

Tanggal Pengesahan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

KUALIT'II(ASI PELAITSANA



Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

5

6

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
533/HK.04-Kptl03lKPUlxll2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

I(ETERXAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAIT

1

2

JDIH KPU RI

JDIH KPU Provinsi

1

2

3

4

5

Buku agenda

Perangkat Komputer, Frinter, Scanner

Map ordner

Stempel salinan

Cap Dinas

PERINGATAN PEITCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila alur pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak
sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur, akan mengakibatkan
terlambatnya penyampaian informasi hukum kepada masyarakat

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardapy)
dan naskah asli elektronik (sofiapy)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
1 34/Kpts/KPU/Tahun 20 16 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;



A. TUJuAIT PROSTDI'R SIAITDAR OPERASIOTAL

Prosedur Standar Operasional (PSO) disusun dengan tujuaa:

1. Menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian

petunjuk;

2. Memudahkan pekerjaan;

3. Memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan

4. Meningkatlan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana.

B. JE[fI8 IX'KT'UEII

Jenis dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH KPU Kabupa.ten Kendal

meliputi dokumen penetapan dan dokumen lain yang dijabarkan sebagai

berikut:

1. Dokumen Penetapan meliputi Keputusan KPU Kabupaten Kendal;

2. Dokumen Non Peraturan Perundang-Undangan berupa:

a. Putusan Pengadilan yErng menempatlan KPU Kabupaten Kendal

sebagai Pihak yang berperkara yang meliputi:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

3) Putusan Mahkamah Konstitusi;

4) Putusan Mahkamah Agung;

5) Putusan Badan Pengawas Pemilu; dan

6) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

b. Monograli Hukum:

f) Pengkajian Hukum;

2) Artikel Hukum;

3) lfarya Ilmiah Bidang Hukum;

a) Jurnal Hukum;

5) Naskah Akademik;

6) BukuHukum;

7) Penelitian Hukum;

c. Naskah Dinas:

1) Surat Dinas, dan

2) Surat Edaran.

C. PEI{GESAHAI|

l. Pengesahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan

dan didistribusikan dengan sah, suatu produk hukum telah dicatat

dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung

jawab di bidang hukum;



2. Keputusan KPU Kabupaten Kendal yang diedarkan dan/ atau

digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani

dengan menggunakan tinta benrarna biru atau ungu. Keputusan

hanya boleh beredar jika salinannya telah disahkan oleh Kepala Sub

Bagran yang tugas dan fungsinya di bidang hukum atau pejabat yang

diberi wewenang untuk mengesahkan Keputusan KPU Kabupaten

Kendal dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kendal yang diberi

cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Keputusan KPU Kabupaten Kendal dan Keputusan Sekretaris KPU

Kabupaten Kendal yang diedarkan dan/ atau digandakan adalah

sallinan sesuai dengan aslinya, yang disusun ketentuan sebagai

berikut:

a. Ruang tanda tangan asli dikosongkan dan ditulis'ttd";

b. Tanda tangan dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu

dan disertai cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

c. Diberi cap "SALINAI\I" dengan tinta berwarna hijau pada halaman

pertama.

D. PEIINMPANAN

1. Keputusan KPU Kabupaten Kendal yang sifatnya kebijakan yang

ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kendal merupakan naskah

dinas asli yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya di

bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kendal;

2. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kendal yang ditandatangani

oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kendal merupakan naskah dinas asli

yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang

hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kendal;

3. Naskah dinas yang disimpan oleh sub bagran yang tugas dan

fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kendal

yang berupa dokumen elektronik (softfti4 disimpan di dalam

laptop/ komputer sesuai dengan klasifrkasi plder dokumen;

4. Keputusan KPU Kabupaten Kendal yang menetapkan tentang

pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim disimpan oleh

sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Kendd yang

mengusulkan Keputusan KPU Kabupaten Kendal tersebut;

5. Setiap desain publikasi di media sosial yang telah mendapatkan

persetujuan untuk diunggah di media sosial oleh kepala sub bagian

yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU

Kabupaten Kendal dan Anggota KPU Kabupaten Kendal Divisi Hukum



dan Pengawasan disimpan di dalam laptop/ komputer sesuai dengan

klasilikasi /older dokumen.

E. PETGI'ITGGAIIflT

1. Dokumen hukum yang wajib diunggah dalam JDIH adalah Keputusan

KPU Kabupaten Kendal serta Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten

Kendal yang sifatnya kebljakan yang telah dibuat salinan sesuai

dengan aslinya serta telah ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang;

2. Keputusan KPU Kabupaten Kendal yang menetapkan tentang

pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim tidak diunggah

pada laman JDIH KPU;

3. Dokumen lainnya yang termasuk dalam dokumen non peraturan

perundang-undangan dapat diunggah dalam laman JDIH sesuai

dengan kebutuhan dan aksesibilitas terhadap naskah tersebut;

4. Seluruh dokumen yang telah diunggah di laman JDIH dipublikasikan

melalui media sosial JDIH KPU Kabupaten Kendal.



F. DIAGRAM ALUR (T'OWCHARTI PENGUNGGAIIAN PRODUK HUKUM KE LI\MAIT JARINGAN DOKIIMEIYTASI DAN

INTORITIASI HUKUM (.IDIHI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEI{ KENDAL

No K.glatan
Polakraaa ![utu Baku

Eubbaglan
Pcngueul

Karubbag
Hukun

gtaf
Hukurr Alat Itrput Waktu Output

I

1

a

Menerima permintaan data dari
Pemohon (internal dan eksternal)
dari pimpinan dan/atau dalam
rangka memenuhi amanat
Undang-Undang Republik
lndonesia khususnya tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

a. Nota dinas;

b. Map;

c. Naskah Asli

a. Permintaan
Data;

b. Perintah
Pimpinan;

C. UU-RI
Keterbukaan
Informasi
Publik

1 Hari

a, Permohonan
Salinan;

b. Naskah Asli;

b

Ditindaklanjuti dengan
menyampaikan Nota Dinas
permohonan ke Kasubbag Hukum
untuk penerbitan Salinan Produk
Hukum KPU Kabupaten Kendal ke
laman JDIH dilampirkan Naskah
Asli (Cetak/ Hardcopu), yanS telah
ditandatangani oleh Ketua atau
Sekretaris KPU Kabupaten Kendal
serta distempel cap Dinas).

a

Menerima Nota Dinas permohonan
pengunggahan Produk Hukum
KPU Kabupaten Kendal ke laman
JDIH dengan dilampirkan Naskah
Asli (Cetak/Hardcopgl yang telah
ditandatangani oleh Ketua atau
Sekretaris KPU Kabupaten Kendal;

a. Buku Agenda
dan Alat
Trrlis;

b. kmbar
Disposisi

a. Permohonan
Salinan;

b. Naskah Asli

TAHAP I

2

Perintah
Penyusunan dan
Pencetakan
Konsep Naskah
Salinan dan
Konsep Naskah
Abstrak



No Kcglatan
PelakBana Mutu Baku

Eubbaglaa
Pcngurul

Xarubba
I llutum

Staf
Hutun Al8.t Input WaLtu OutDut

b

Ditindaklanjuti dengan
menyampaikan lembar disposisi
p€rintah p€nyusunan dan/atau
pencetakan Naskah Konsep (Drafi
Salinan Produk Hukum KPU

Kabupaten Kendd dan Abstraknya
kepada Staf Hukum dengan
dilampirkan Naskah Asli

lCetakl Hardapg, yang telah
ditandantanSani oleh Ketua atau
Sekretaris KPU Kabupaten Kendal).

3

a

Menerima lembar disposisi perintah

Ircnyuaunan dan/atau pencetakan
Naskah Konsep (Dmfi) Salinan
Produk Hukum KPU Kabupaten
Kendal yang dilampirkan Naskah
Asli (Cetak/Hordcopg, yang telah
ditandatangani oleh Ketua atau
Sekretaris KPU Kabupaten Kendal).

a. Perangkat
Komputer/
Laptop,
Printer dan
Scanner/
Handphone;

a. Perintah
ausun
dan/atau
cctak Konsep
Naskah
Salinan dan
Abstrak;

b. Naskah Asli;

c. Perintah
cctak
Rangkap
dan/atau
Revisi Konsep
Naskah
Salinan dan
Abstrak,

a. Konsep
Naskah
Salinan;

b. Konsep
Naskah
Abstrak;

c. Konsep
Naskah
Salinan
rangkap
kedua (dan
rangkap
s€terusnya
sesuai
kebutuhan).

b

Ditindaklanjuti dengan menyusun
dan/atau mencetak Naskah Konsep

lDrafi) Produk Hukum KPU

Kabupaten Kendal dengan format
salinan pada lembar otorisasi dan
Naskah Konsep (Drafi) Abstrak
kemudian menyerahkan hasilnya
kepada KasubbaS Hukum dengan
dilampirkan Naskah Asli
(Cetakl Hardcopg), yang telah
ditandat€ngani oleh Ketua atau
Sekretaris KPU Kabupaten Kendal



No Kcglatatr
Pelakraaa Mutu Baku

Subbaglan
PGrgu.ul

Kaeubba
I Hukut[

Etaf
Hukun Alat Input Wattu Output

I I I

4

a

Menerima Naskah Konsep (Drafi)
Selinan Produk Hukum dan Abstrak
dengan dilampirkan Naskah Asli

lqetaklHardcop,, yang telah
ditandatangani oleh Ketua atau
Sekretaris KPU Kabupaten Kendal);

a. Buku Agenda
dan Alat
T\rlis;

b. l,embar
Disposisi

a. Konsep
Naskah
Salinan dan
Abstrak;

b. Naskah Asli;

c. Naskah
Salinan
rangkap
kedua (dan
rangkap
seterusnya
sesuai
kebutuhan)

a. Tanda
tangan
Naskah
Salinan dan
rangkapnya;

b. Persetujuan
Naskah
Abstrak;

c. Pereetujuan
Unggah
(Dokumen
selain SK).

b

Melakukan Verfikasi dan
Autentikasi (diperiksa dengan
tdtGrla: kesesuaian/ kecocokan isi
dan format dibandingkan dengan
Naskah Aslinya) terhadap Naskah
Konsep lDrafi Salinan Produk
Hukum (apabila dokumen berupa
Keputusan KPU Kabupaten Kendal/
Sekretaris KPU Kabupaten Kendal)
dan terhadap Abstraknya;

c

Hasil Veriflkasi dan Autentikasi
Naskah Koneep (bafi) Salinan
produk hukum diserahkan kembali
kepada Staf dengan ketentuan:

1) Jika tidak memenuhi kriteria
verifikasi dan autentikasi maka
diberikan catatan koreksi untuk
direvisi (Staf melakukan revisi
sesuai arahan/catatan yang

diberikan dan mengulangi
prosedur sebagaimana Pada
uraian nomor 3 sampai naskah
konsep Salinan memenuhi
kriteria;

TAHAP U

1 Hari
setelah

TAHAP I



No Xoglotaa
Pel,akeana Mutu Baku

Subbaglen
Pengurul

Karubba
t Hukutr

Staf
Hukun AIat Input Waktu Output

2l Jika memenuhi kriteria verifikasi
dan autentikasi maka diberikan
catatan untuk dicetak kembali I
(satu) rangkap Salinan produk
hukum (Staf melakukan
p€ncetakan kembali dengan
prosedur sebagaimana pada

uraian nomor 3);

d

Naskah Konsep (Drafr) Salinan
Produk Hukum yang sudah
memenuhi kriteria verifikasi dan
autentikasi serta lengkap (sesuai

format, isi, jumlah lembar, dan
jumlah rangkap) ditandatangani
pada lembar otorisasi dan
diserahkan kepada Staf Hukum
untuk dipindai (scanf, dicantumkan
Website Footer, diarsipkan dan
diunggah dengan dilampirkan
Abstralmya;

e

Persetujuan pengunggahan produk
hukum untuk dokumen selain yang
dokumen berupa Keputusan KPU

Kabupaten Kendal/ Sekretaris KPU

Kabupaten Kendal.



Alat Input WattuIVo Kcglataa Staf Output

a

1) Naskah Salinan produk hukum
sebanyak 2 (dua) rangkap (yang
telah ditandatangani oleh
Kasubbag hukum) kemudian
distempel Cap Dinas (pada

bagian otorisasi) sedangkan
pada lembar judul distempel
Cap Salinan (pada sisi kanan
atas);

2) Naskah Asli produk hukum
sebanyak I (satu) rangkap yang
telah disahkan (ditandatangani
oleh Ketua KPU dan/atau
Sekretaris KPU dan distempel
Cap Dinas);

a. Pengesahan
Naskah
Salinan
Produk
Hukum
(Stempel Cap
Dinas dan
Salinan);

b. Scan Naskah
Asli dan
Salinan
Produk
Hukum;

c. Pencantum-
an Website
Footcri

d. Arsip Produk

a. Naskah
salinan dan
Abstrak;

b. Persetujuan
Unggah
(Dokumen
selain SK);

c. Perintah,
terhadap
Naskah
Salinan,
stempel
(Salinan dan
Dinas),

I Hari
setelah

Tahap II

a. Alat Tulis;

b. Perangkat
Komputer/
Laptop,
Printer dan
*anner/
Handphone,

c. FlashdisV
Extemal Hard

Odner dan
lemari;

d, Cap Dinas;

e. Cap Salinan.

website

footer,
unggah
terhadap
Naskah
Abstrak,
unggah dan
arsip
terhadap
Naskah Asli,
arsip

Ab8trak serta
Update
Daftar
Produk
Hukum;

e. Ftle Abstrak
dan Salinan
Produk
Hukum
tampil di
Laman JDIH
KPU
Kabupaten
Kendal,

b
Melakukan Pindai (Scani Produk
Hukum (Naskah Asli dan Salinan);

Pelakaaua Mutu Baku
Subbaglan
Peusurul

Karubbag
Hukum

TAHAP NI



No Keglatan Subbaglan
Ponfuaul

Karubbag
HuLun

Stsf
Hukun Alet Input Waktu Output

c

Memberikan catatan kaki (Website
Footer)

"jdih.kpu. go.id/jateng/ Kendal-
kabupaten' dengan warna biru,
ukuran tulisan 12, dan jenis
tulisan Calibri pada setiap lembar
Naskah Salinan Produk Hukum
yang aIGn diunggah;

d

Menyimpan (mengarsipkan)
Naskah (Asli, Salinan dan Abstrak)
Produk Hukum bentuk
Cetakl Hardapg dan Komputer/
Soficopil sesuai klasifikasi (ienis,
nomor, tahun) dengan dilengkapi
kode/nama berkas serta membuat
dan memutakhirkan (updatel
Daftar produk-produk Hukum;

e

Mengunggah sanrnan l,rodul(
Hukum dan Abstrak yang telah
selesai dilakukan proses
sebagaimana diuraikan pada huruf
(a) sampai dengan huruf (d) di atas
ke laman JDIH.

Pelakcana Mutu Baku



G. DIAGRAM ALVR PTrtWCUINn PENGUN(X}AIIAIT PRODUK HUKUM KE MEDIA SOSIAL JARINGAI{ DOKT'MENTASI DAN

INFORMASI HUKUM I.'DIHI KOMISI PEMILIHAN UMUM I(ABUPATEN KENDAL

Pelaksana

No Keglatan
Anggota
KPU Dtv.

Hukun dan
Pengawaaan

Kasubbag
Hukum

Staf
Hukum

Alat Input Waktu Output

1

Membuat desain konten

publikasi produk hukum

di media sosial JDIH. Di

dalam desain konten

tersebut harus memuat:

a. Identitas produk

hukum secara jelas

(Judul, nomor,

tahun) pada

unggahan produk

hukum;

b. Tautan unggahan

produk hukum di

laman JDIH untuk
unggahan produk

hukum;

Komputer/

Laptopl

Handphone

Tautan

unggahan

di laman

JDIH

I Hari setelah

TAHAP III

Pengunggahan

Produk

Hukum ke

Laman JDIH

Desain

konten

publikasi di

media

sosial



Pelakeana

Alat Input Wektu OutputKasubbag
Hukum

Staf
Hukum

lYo Keglatan
Anggota
XPU Dlv.

Hulnrm den
Pcngawasan

c. logo JDIH dan logo

KPU Kabupaten

Kendal;

d. Menyertakan

barcode berupa

link salinan SK di

JDIH

Komputer/

Laptopl

Handphone

Desain

konten

publikasi

di media

sosial

I Hari

setelah

TAHAP I

Catatan reviu
2

Mereviu hasil desain

konten publikasi dan

naskah konsep (drafi)

keterangan (caption.)

Apabila terdapat revisi

maka kembali ke

kegiatan 1. Namun jika

tidak terdapat revisi

dilanjutkan ke kegiatan

3

TAHAP II



T

J

Memberi persetujuan

pengunggahan desain

konten publikasi ke

media social.

Komputer/

Laptopl

Handphone

Desain

konten

publikasi

di media

sosial

1 Hari

setelah

TAHAP I

Persetujuan

pengunggahan

konten ke

media sosial

4

Mengunggah desain

konten publikasi ke

media sosial

Komputer/

Laptop/

Handphone

Desain

konten

yang telah

mendapat

persetqjuan

I Hari

setelah

TAHAP II

Unggahan

konten di

media sosial

TAIIAP III


